BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.423, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Res Gudang.
Subsidi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.05/2009

TENTANG
SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa dalam rangka menstabilkan harga komoditi
pertanian setelah panen dan menampung produksi
pertanian, Pemerintah telah menetapkan program Off farm
hasi| pertanian berupa Sistem Res Gudang;

b. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan produks
pertanian setelah ditetapkannya program Off farm, petani
perlu  memperoleh akses pembiayaan dari Bank
Pelaksana/lLembaga Keuangan Non Bank dengan
jaminan/agunan yang menggunakan Res Gudang;

c. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah pada tanggal 21
Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2008, disepakati
bahwa Petani perlu dibantu dan diberdayakan melalui
penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang disubsidi
oleh Pemerintah dan pendanaan dari perbankan serta
dengan jaminan/agunan yang menggunakan Resi Gudang;

d. bahwa agar penyediaan, penyaluran dan
pertanggungjawaban pendanaan dapat berjalan secara
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Mengingat

tertib, terkendali, efektif, dan efisien, perlu diciptakan
suatu skema kredit yang terpadu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Skema
Subsidi Resi Gudang;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem

Res Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4630);
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:

. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
1. Skema Subsidi Rest Gudang, yang selanjutnya disebut S

SRG, adalah kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari
Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan
oleh Bank Pelaksana/lLembaga Keuangan Non Bank
kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok
Tani, dan Koperasi.

Res Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh
Pengel ola Gudang.

Menteri Teknis adalah menteri yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budidaya
perikanan.

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/
pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan
(sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
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10.

Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa
kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Koperasi adalah koperas primer sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian yang anggotanya  terdiri dari
petani/pekebun/pembudidaya perikanan.

Peserta S-SRG adalah Petani, Kelompok Tani, Gabungan
Kelompok Tani dan Koperas yang disetujui Bank
Pelaksana/lLembaga Keuangan Non Bank sebagai
penerima S-SRG.

Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban
Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG
yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan
kepada Peserta S-SRG.

Badan Pengawas Sistem Res Gudang, yang selanjutnya
disebut Badan Pengawas, adalah unit organisas dibawah
Menteri Teknis yang diberi wewenang untuk melakukan
pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan
Sistem Resi Gudang.

11.Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan

12.

13.

tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak
dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipaka khusus
sebagal tempat penyimpanan barang yang dapat
diperdagangkan secara umum dan memenuhi Syarat-Syarat
lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis.

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha
pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik
orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan,
dan pengawasan barang yang dissmpan oleh pemilik
barang serta berhak menerbitkan Rest Gudang.

Pusat Registras Resi Gudang, yang selanjutnya disebut
Pusat Registrasi, adalah badan usaha berbadan hukum
yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk
melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Res
Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan,
pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan,
pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
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Bank Pelaksana adalah bank umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Lembaga Keuangan Non Bank, yang selanjutnya disebut
LKNB, adadah perusshaan pembiayaan  yang
menyelenggarakan  pengelolaan dana = masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu
Lintas Devisa Bank dan LKNB.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Komoditi adalah barang yang dapat disimpan di gudang
dadam Sstem Res Gudang sebagamana ditetapkan
Menteri Teknis.

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan, yang selanjutnya
disebut PKP adalah perjanjian antara Direktur Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili
Pemerintah dengan Bank Pelaksana/lLKNB.

Komite Kebijakan adalah Komite Kredit Program yang
dibentuk olen Menteri Keuangan dan keanggotaannya
terdiri dari wakil-wakil dari kementerian terkait kredit
program.

BAB Il

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan S-SRG addah memfasilitas Petani,

Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi
untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Pelaksana/LKNB
dengan memanfaatkan Res Gudang sebagai jaminan/agunan
guna menjaga kesinambungan produks pertanian.

BAB Il
OBJEK PEMBIAYAAN

Pasal 3

Kegiatan yang dapat dibiayar melalui S-SRG adalah usaha
produktif guna mendukung kegiatan produks pertanian.



